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ABSTRAK 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai 

dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat 

mewujudkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang profesional, berintegritas 

dan melaksanakan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku maka dalam menjalankan tugasnya Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) selalu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh 

lembaga yang berwenang.  Penulis menggunakan metode penelitian normatif, data 

primer yang penulis gunakan berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait. Peranan yang dimiliki oleh majelis pembina dan pengawas Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) sebagai lembaga pembina dan pengawas Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh majelis pembina dan 

pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah melakukan pembinaan dan 

pengawas terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya dari segi 

administratif, perdata, maupun pidana maka dapat diketahui bahwa akibat hukum 

terhadap Akta Jual Beli yang dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

yang tidak sesuai prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, maka Akta Jual Beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum.
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